
 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 01 

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 02 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/ 

Anak Didik dan Kegiatan Kerja (BINAPIGIATJA) Lembaga 

PemasyarakatanKelas IIB Singaraja 

PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA 

❖ Latar Belakang 

Penduduk dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk menjalani 

kehidupan yang bermartabat dan berdikari seperti yang dimiliki oleh individu 

lainnya. Menurut Undang-Undang Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari 

suatu institusi atau lembaga yang bertugas menyediakan layanan dan fasilitas 

untuk Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 37 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016, pada 1 September 2020, Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-18. HH.01.04 

Tahun 2020 mengenai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut 

menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk membentuk ULD 

di setiap Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan 

berfokus pada Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. 

Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa fungsi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

adalah: a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang 

disabilitas selama 6 bulan, b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-

obatan yangmelekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan 

pembinaan, c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas 

mental. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka penting untuk diketahui 

bagaimana implementasinya di lapangan Harapannya, penelitian ini dapat 

mengetahui problematika berupa kendala dan tantangan yang masih ada atau 

dihadapi dalam memenuhi layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Selain itu, dari informasi 



 
 

 
 

yang didapat, penulis mencoba menawarkan upaya untuk mengatasi 

problematika berupa kendala dan tantangan yang ada. 

 

❖ Identitas Narasumber 

1. Nama Lengkap : Wayan Riasa, A.Md.P., S.H. 

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi BINAPIGIATJA 

❖ Pertanyaan Wawancara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai Pasal 37 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas? 

2. Apakah seluruh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 

sudah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait undang-undang ini? 

3. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 

mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 37 Ayat 1 tersebut? 

4. Apakah ada kebijakan atau prosedur khusus yang diterapkan di lembaga 

ini untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas? 

5. Sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan ini telah memfasilitasi 

aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas, baik secara fisik 

maupun non-fisik? 

6. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan Pasal 37 Ayat 1 di lembaga ini? 

7. Bagaimana cara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut? 

8. Fasilitas apa saja yang sudah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan 

ini untuk mendukung penyandang disabilitas? 

9. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja memastikan 

bahwa penyandang disabilitas mendapatkan layanan kesehatan dan 

rehabilitasi yang memadai? 



 
 

 
 

10. Apakah ada mekanisme evaluasi atau monitoring yang dilakukan untuk 

memastikan implementasi Pasal 37 Ayat 1 di Lembaga Pemasyarakatan 

ini? 

11. Bagaimana hasil evaluasi terhadap implementasi Pasal 37 Ayat 1 di 

lembaga ini? Apakah ada aspek yang perlu ditingkatkan? 

12. Apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bekerja sama 

dengan lembaga atau organisasi lain dalam mengimplementasikan Pasal 

37 Ayat 1 ini? 

13. Bagaimana bentuk koordinasi antara lembaga ini dengan pihak lain dalam 

mendukung hak-hak penyandang disabilitas? 

14. Apa yang Bapak/Ibu sarankan untuk meningkatkan implementasi Pasal 37 

Ayat 1 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja? 

15. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan untuk 

memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dengan 

baik di lembaga ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Petugas Pembinaan Narapidana/ Anak 

Didik dan Kegiatan Kerja (BINAPIGIATJA) Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 

PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA 

❖ Latar Belakang 

Penduduk dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk menjalani 

kehidupan yang bermartabat dan berdikari seperti yang dimiliki oleh individu 

lainnya. Menurut Undang-Undang Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari 

suatu institusi atau lembaga yang bertugas menyediakan layanan dan fasilitas 

untuk Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 37 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016, pada 1 September 2020, Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-18. HH.01.04 

Tahun 2020 mengenai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut 

menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk membentuk ULD 

di setiap Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan 

berfokus pada Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. 

Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa fungsi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

adalah: a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang 

disabilitas selama 6 bulan, b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-

obatan yangmelekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan 

pembinaan, c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas 

mental. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka penting untuk diketahui 

bagaimana implementasinya di lapangan Harapannya, penelitian ini dapat 

mengetahui problematika berupa kendala dan tantangan yang masih ada atau 

dihadapi dalam memenuhi layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Selain itu, dari informasi 



 
 

 
 

yang didapat, penulis mencoba menawarkan upaya untuk mengatasi 

problematika berupa kendala dan tantangan yang ada. 

 

❖ Identitas Informan 

2. Nama Lengkap : dr. Ni Luh Putu Ayu Maha Iswari 

Pekerjaan/Jabatan : Petugas Pembinaan Narapidana  

❖ Pertanyaan Wawancara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 

1. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana Disabilitas Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?  

2. Apakah ada perlakuan khusus yang diberikan pada narapidana Disabilitas 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?  

3. Apakah Anda atau staf lainnya mendapatkan pelatihan khusus terkait 

penanganan narapidana disabilitas? 

4. Apakah ULD ( Unit Layanan Disabilitas) di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIB Singaraja sudah berjalan denegn baik dan bisa memenuhi hak 

dari penyandang disabiltas? 

5. Apa yang menjadi hambatan khususnya dari pihak petugas lapas dalam 

upaya memberikan pembinaan pada narapidana Disabilitas dan dalam 

implementasi ULD ( Unit Layanan Disabilitas) di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?  

6. Adakah solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut?  

7. Bagaimana pengaruh over kapasitas terhadap aspek keamanan, 

keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan narapidana Disabilitas di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?  

8. Apa kritik, masukan, atau saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan 

pembinaan terhadap narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIB Singaraja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5. Pedoman Wawancara dengan narapidana Disabilitas di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 

PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA 

❖ Latar Belakang 

Penduduk dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk menjalani 

kehidupan yang bermartabat dan berdikari seperti yang dimiliki oleh individu 

lainnya. Menurut Undang-Undang Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari 

suatu institusi atau lembaga yang bertugas menyediakan layanan dan fasilitas 

untuk Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 37 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016, pada 1 September 2020, Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-18. HH.01.04 

Tahun 2020 mengenai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut 

menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk membentuk ULD 

di setiap Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan 

berfokus pada Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. 

Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa fungsi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

adalah: a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang 

disabilitas selama 6 bulan, b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-

obatan yangmelekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan 

pembinaan, c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas 

mental. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka penting untuk diketahui 

bagaimana implementasinya di lapangan Harapannya, penelitian ini dapat 

mengetahui problematika berupa kendala dan tantangan yang masih ada atau 

dihadapi dalam memenuhi layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Selain itu, dari informasi 



 
 

 
 

yang didapat, penulis mencoba menawarkan upaya untuk mengatasi 

problematika berupa kendala dan tantangan yang ada. 

 

❖ Identitas Responden 

3. Nama Lengkap :  

a. Ragil Yosafat 

b. Gede Budiadnyana 

 

❖ Pertanyaan Wawancara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 

1. Pembinaan seperti apa yang diberikan kepada bapak (narapidana 

penyandang disabilitas) dalam dalam menjalani masa pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja? 

2. Apakah bapak (narapidana penyandang disabilitas) diberikan perlakuan 

secara khusus dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIB Singaraja?  

3. Apakah bapak (narapidana penyandang disabilitas mengalami kendala 

dalam menjalani pembinaan yang diberikan oleh petugas di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?  

4. Apa kritik, masukan, atau saran yang dapat bapak berikan untuk pelaksanaan 

pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 03 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6. Wawancara bersama Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/ Anak 

Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 



 
 

 
 

 

Lampiran 7. Wawancara bersama petugas pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 



 
 

 
 

 

Lampiran 8. Wawancara bersama narapidana Disabilitas  di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 
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